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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2012
TENTANG
PENGALIHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November
2012, dan guna menjamin kelangsungan kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu diatur pengalihan
tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan
usaha hulu minyak dan gas bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;

—

Mengingat . Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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